EEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG

PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN
TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGI PESERTA PT (PERSERO} ASURANSI KESEHMATAN INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DI KCTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIXOTAMADYA KFPALA DAE'R}_\H TINGKAT II MOJOKERTO

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Peserta
(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya,
berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKOB/I1/1%988, Nomor 11 tahun 1988
tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan
Ravat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
bagi Peserta Perum Husada Bhakti dan Keputusan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 392/MENKES/SKB/VI/
1989, Nomor 33 tahun 1989 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat
Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada
Bhakti, dipandang perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan
khusus bagi peserta PT (Perserc) Asuransi Kesehatan Indenesia
beserta keluarganys dengan menuangkannya ketentuan-ketentuan
dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

: 1. Undang - undang Momor 5 tahun 1974 tentang Pokok~pokok Peme-

riitahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan

Paerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Java Timur/Java
Tangah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1382 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

. Peraturan Pemé:intah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemrintah Dalam Bidang Kesehatan kepada
Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran,
Perintis Kemerdekaan, beserta keluarganya ;

(%)

7. Deraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusa-
‘haan Perseroan (PERSERO} ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang
Pentuk Peraturan Daerah ;

9. Pevaturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II1/1988
tentang Rumah Sakit ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/Menkes/SK/1987 ten-
targ Pola tertib Rumah sakit Pemerintah ;

11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 dan Nomor 10 tahun 1%88 tentang
Pazunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987
teptang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang
Kezenatan kepada Daerah ; '
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12.

13.

14.

1s.

16.

i7.

18.

13.

Keputusan Eersama Menteri Kesehatan dan Menteri Daiam Neogeri
Nomor 153/Menkes/SKE/II/1988 dan Nomor 11 tahun 1988 tentang
Ppla Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Ravat
Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
bagi Peserts Perum Husada Bhakti ;

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan
Masyarakar, Oirektur Jenderal Pelayanan Medik Departemen
Kesehstan den Direktur Jenderal Pemerintahan Umum -dan Otonomi
Daeral Depariweman Dalam Negeri Nomor 259/Binkemas/DJ/111/88,
Nomor 0173/¥anmed/Keu/1988 dan Nomor 595-230 tentany Peneta-
pan besarnya tarip Felayanan Rawat jalan Tingkat Pertama bLagl
Peserta Perum Husada Bhakti ;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negerl
Noricr 392 venkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 330 tahun 1989 tentang
Pola Tarip Pakst Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum
Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

Keputusan Menteri Xesehatan Nomor — 402/MENKES/SK/VI/1989
tentang Tarip Pelayanan Canggih bagi peserta Perum Husada
Bhakti di Rumah Sakit Pemerintah ;

Keputusan Perszama Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan
Masyarakat, . Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen
Kesehatan cGan Direkiur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Departer=n Dalam Negeri Nomor 1671/Binkemas/DJ/X/89,
Nomor 1001/Yanned/Keu/1989 dan Nomor 445-815 tentang Peruba-
han Ke I atss Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan
Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan  Medik
Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otcnomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 259/Binke-
mas/DJ/I11/88, HNomor 0173/Yanmed/Keu/1988 dan Nomor 595-230C
tentsing Penetapan besarnya tarip Pelayanan Rawat jalan Ting-
kat Pertama bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

Keputusan Hersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departe-
men Kesczhatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 1003/Yanmred/
Keu/1%989 dan Nowrr 445-816 tentang Tarip Paket Rawat Jalan
Lanjutar di Rumah Sakit Umum Deerah bagl Peserta FPerum
Husada Bhaktl ;

Keputusan Hersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departe-
men Kesshatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umam  dan
Otoncmi Desrah Departemen Dalam Negeri Nomor 721/Yanmed/ RS3.
UM.DIK/YMUI/VI/1989 dan Nomor 445-560 tentang Tarip Paket
Rawat HNginap &i Fumah Sakit Umum Daerah bagi Pelayanan
Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti ;

Kepultussn Berszma Rirektur Jenderal Pelayanan Medik Departe-
men Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Dearal: Departemen Dalam Negeri Nomor 711/Yanmed/
Keus/19%3 can Nomer 445-474 tentang Perubahan Pertama Keputu-
san Bersama Direktur Jenderal Pelayanan  Madik Departemsn
Kesehatan dzr Drirekiur Jenderal Pemer intahan Umum dan Ctonomi
Daecrah Departemen Dalam Negerli Nomor 721/Yanmed/ RS,
UM.DIK/YMU/VI/1989 dan Nomor 445-560 tentang Tarip Paket
Rawat Nzinap d' Rumah Sakit Umum  Daerah bagi Pelayanan
Kegehatan Peserta Perum Husada Bhakti.
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Menetapkan

nq:n tParsatujuan Dewan Derwskilan Rakyat Daerah Kolanedya Dmeeah  Tinmgkab i1
okerto ; :

MEMUTUSKAN

+ DERATURAN DAERAH KOTAMADYR TINGKAT II MOJOKERTC TENTANG PELA-

YANAN

PAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN

TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH SAKIT UMUM  DAERAH
BAGT PESERTA DT (PERSERO} ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DI KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

&%#5?§ %ﬁﬁ-'

L ' Pasal 1

(1) Dalam Petaturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Pemer intah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto ;

Kepala Daerah, adalah Walikotamady= Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto ; :

- Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat I1
Mojokerto yany selanjutnya disebut RSUD ;

Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Pusat Kesehatan Masyarakat, adalak Unit Pelayanan Kese-
hatan Fungsional milik dan dikelola cleh Pemerintah
Daerah vang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan
terpadu kepada masyarakat di Wilayah Kerja tertentu yang
selanjutnva disébut Puskesmas ;

. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husoda Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

. PT (PERSERQ) Asuransi Kesehatan Indonesia, adalah PT

(PERSERO) yang didirikan Pemerintah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 yang diberi wewenang untuk
menyeienggarskan  pelayanan, pemeliharaarn, peningkatan
dan pemulihan kesehatan bagi peserta dan anggota keluar-
ganya, yang selanjotnya disebut PT (PERSERO) Askes Indo-
nesia.

{2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :

a.

Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia, adalah Pegawail
Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis
Kemerdekaan, DBUMD, - BUMN dan Perusahaan Swasta lainnya

- beserta anggota keluarganya yang membayar luran untuk

jaminan pemeliharaan kesehatan dan saat dimulainya wenja-
di peserta seiak yang bersangkutan membayar iuran ;

Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah semua jenis pereliha-
raan kesehatan perorangan yang dilakukan pada pelaksana
pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas, Puskes-
mas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;

. Rawat jalan Lanjutan, adalah pelayanan kesehatan terhadap

peserta  yang masuk Rumah sakit sebagai rujukan FRawat
Jalan Tingkat Pertama dan dilaksanakan Poliklinik Spe-
5ialis RSUD untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Peng-
obatarn, Eehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan iain-
nya tanpa Linggal di ruang rawat nginap ;
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. Rawat Nginap, adalah pelaysnan kesehatan yang mEmey lukaln

tinggal di ruang rawat nginap selama 24 (dva puluh empat)
jam atauw lebih ;

. Jasa, adalah.pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh

RSUD kepada peserta dalam rangka Observasi, Diagnosa,
Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kese-
hatan lainnya.

Sistem Kapilasi, adalah cara perhitungan perblayasn
berdasarkan Jumlah Kartu tanda Pengenal PT (PERSERO)
Askes Indonesia ;

Sistem Paket, adalah cara penghitungan pembiayzan dengan
mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarip
pelayanan -;

Tindakan Medik dan Terapi, adalah pembedahan, Llindakan
pengobatan menggunakan alat dan tindakan  diagnostik
lainnya ;

Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh

- Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisotera-

pi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Frostetik,

. Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi ;

Penunjang:'Diaqnostik, adalah pelayanan untuk menunjang
menegakkan Diagnosa ;

Pola Tarip Paket Rawat Nginap, adalah kerangka kebijaksa-
naan penetapan tarip perhari rawat nginap di RSUD bagil
peserta PT {(PERSERO) Askes Indonesia yang dihitung berda-
sarkan hasil rata-rata komponen beaya paket Jasa Rumah

 sakit, komponen bahan dan alat kesehatan habis pakai,

komponen Jjasa medik dan administrasi terhadap beaya
penggunaan ruang kelas atas dasar golongan kepangkatan
peserta ;

. Komponen Paket Jasa Rumah Sakit, adalah bagian peneri-

maan untuk Akomodasi, Cbat Standar Rumah Sakit, Perleng-
kapan Rumah sakit, Pemakaian Alat Kedpkteran, pemer iksaan
laboratorium dan radiologl ;

Komponen Paket Beaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis
Pakai, adalah beaya untuk mengadakan bahan dan alat
kesehatan habis pakai ;

. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai, adalah yang melipu-

ti bahan dar alat laboratorium, bahan dan alal elektro-
medik, bahan dan alat habis pakal untuk tindakan medik
dan terapi ; .

. Komponen Jasa Medik dan Administrasi, adalah imbalan Jasa

Medik dan Administrasi atas pelayanan rumah sakit kepada
peserta PT (PESERTA) Askes Indoresia ;

Kas Daerah, adalah Kas Pemer intah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Modckerto.

BABR II
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT (PERSERO)
ASKES INDONESIA

Pasal 2
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(1} Peserta PT (PERSERQ) Askes Indonesia dapat memperolen  pela-

yanan Rawat Jalan Tingkat Pertana di Puskesmas, Rawat Jalan

Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap di RSUD dengan beaya yang
ditanggung oleh PT (PERSERC) Askes Indonesia ;

{2) Peserta PT (PERSFRO) Askes Indonesia untuk memperoleh pela-
yanan keschatan di ESUD harus nmelalui Peserta PT  (PERSERQ)
Askes TIndonesia di Puskesmas lebih dahulu dengan  rujukan,
kecuali dalam keadaan gawat darurat, sakit mendezax, zakit
berat dan akan melzhirkan ;

{3) Peserta PT (PFRSERO; Askes Indcnesia yang memperoleh pela-
vanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, apabila dipan-
dang perlu dapat mempercleh pelayanan kesehatan pada Rawat
Jalan Tingkat Lanjutan dan atau Rawat Nginap di RSUD dengan
cara rujuxan.

BAB  III
RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserla PT
(PERSERD) Askes Indonesia merupakan pelaysnan kesehatan
dengan memperoleh bantuan beaya ditanggung oleh PT (PERSERO)
Askes Indonesia dengan sistem kapitasi ;

(2) Sistem kapitasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meli-
puti

a. Retribusi ;
b. Bantuan Jasa Peslayenan Medik ;
c. Bantuan Obat.

(3) Besarnya tarib Rawat Jalan Tingkat Pertama yang ditanggung
oleh PT (PERSERO) Askes Indonesia dimaksud pada ayet (1)
Pasal ini, ditetapkan :

a. Retribusi, sebesar Rp. 135,00 (seratus tlga puluh lima ru
piah} ;

b. Jesa Pelaysnan Medik, sebesar Rp. 140,00 (seratus ewpat
puluh rupiahj ;

c. Obat-obatan, sebesar Rp. 360,00 (tiga ratus enam puluh ru
piah}.

Pasal 4

Retribusi merupakan beaya yang dibayarkan Kepada Pemerin-
tah Daerah oleh PT (PERSEROD) Askes Indonesia untuk Jasa FPela-
yanan, UObat-chatan pemeriksaan laboratorium dan medik cengan
ketentuan :

a. 75 % (Lujuh puluh lima prosen) disetorkan ke Kas Dasrah, oleh
PT (PERSEFRQ) Askes Tndonesia ;

b. 25 % {dua puiuh lima prosen) dibayarkan oleh PT (PERSERG)
Askes Indenesia kepada Pelaksana Pelayenan Kesehatan melalul
Kepala Dinas Kesehatan daerah untuk pembeayaan operasional di
Puskesmas .

Pasal 5

Darda/e/1993/ da. b



Fasal 5
Batuan Jasa Pelavsnan Medik merupakan heaya yang < dibayar-
kan Kkepada Pelakzana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh
PT (PERSERO} Askes Indenesia melaiui Kepala ©Dinas Kesehatan
Daerah.

Fasal &

sarduan ohat merusakan bantusn FT (PERSERGC) Rskes Incone-
sia kepcfa U = orit awar Jatan Tingkal Pertawa dalam pelayanan
kesehaion kepada Peserta PT (FERSERO) askes Indeonooia.

HoAR v

RaWAT JALAN LANJUTAN

Pasal Kl

{1} Peserta PT {PERSERO) Askes Indonesia yang merperoleh pelaya-
nan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RSUD beayanya
ditanggung olesi PT {PERETRO) Askes Indonezia Dberdasarkan

sistem paket

(2} Sistem Paket dinaksad pada ayat (1) Pacal ini Lerdiri dari :

a. Paket I weliputl : Tereriksaan dan karcis harian ;

b. Paket II borupa pemeriksssn penuniang diagnosa saderhana
dan sedang W

Tiputli

sisoratoriue kiinik sedcrhana dan sedang
vadiclogl sederhana dan sedang

-3k sederhana don sECANQ

c. Paket ITT berupa tirdakan sederhana dan sedang meliputl :

- Yindaxar dan sedang ;

- Tindakan k& sedang ;

~ Tirdaasn Mgl sadernona dan sedang.

Anresia vang memporoeleh pelaya-
ot Danjutzn di RSUD, diloar
ay=t (2) Fasal ini beayanys

(3) Peserta BT |
nan  xeschals
Paket yang

ditanggung \ HER ¥ '} kskes Indoresla rdasarxan
Surat Keputusan Menloxl Re atan yany beriaku ;

(4) Jenis Pelayanar Loas daket diraksad dalam ayat (3) Pasal inl
terdiv: :
a. Pelayanan Car H
b. Pelaysnan Jontwrdg

c. Pelayarnon Hsencdiailsa

d. Polayanaa oot

lain yarg axan diterapkan Kemaddiss.

Taoil 3

Besarays  Taril Ruaat FElelb Tingkal Lanjuban  seudyelmanad
dimaksucd &alam 7 Peraburan Deerah ini, ditetapkan :

a. Paﬁet i,
b, P=ket 1. ﬁeuéza; [T

e 400,00 (empat ratus rupliah) ;

8,00 (dua riba limz raltus rupianj;

c. Paket IiZ, sebeszr R, L.000,00 (seribu rupiaki.
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_ Pasal g
Penerapan pembagian beaya paket sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah :

a.
b.

(1)

{2)

(1)

{2)

(1}

(2)

(1}

{2)

ad.

b.

Jasa RSUD sebesar 30 % (tiga puluh pfésen) ;

Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai sebesar 30 % (tiga puluh
prosen} ;

Jasa Medik dan Administrasi sebesar 40 % {empat puluh prosen)

Pasal 10

Beéya Jasa Rumah Sakit meliputi karcis harian, pemeriksaan
dokter/Xonsult, pemakaian bahan-bahan farmasi, pemeriksaan
penunjang diagnostik sederhana dan sedang ;

Beaya Jasa Rumah Sakit merupakan bagian penerimaan yang
disetorkan ke Kas Daerah.
Pasal 11

Biaya Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai meliputi biaya
bahan dan alat kesehatan habis pakal wntuk radiclogi, labo
ratorium klinik, elektromedik, biaya bshan dan alat ke-
sehatan habis pakai untuk tindakan medik ;

Biaya bahan dn alat kesehatan habis pakai merupakan biaya
yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 12
Biaya Jasa Medik dan Mministrasi meliputi biaya jasa :

a. Pemeriksaan Laboratorium ;

b. Pemeriksaan Elektromedik ;

c¢. Pemeriksaan atau pengobatan Radiologl ;
d. Tindakan Medik dan penyangga ;

e. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan.

Biaya Jasa Medik dan Administasi mefdpakan biaya yang dapat
digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasatl 13

Penggunaan Biaya Bahan dan Alat Kesehatan habis pakal dite-
tapkan cleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

Penggunaan Jasa Medik dan Administrasi ditetapkan oleh
Kepala Daerah atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
BAEB V
PELAYANAN RAWAT NGINAP

Pasal 14
Komponen Tarip Paket Rawat Nginap meliputi
Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah ;
Komponen Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakali ;

c. Komponen Jasa Medik dan Administrasi.
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fasa: 1D
Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam
pPasal 14 huruf a peraturan Daerah ini meliputi : Administrasi,
Obat standart Rumah Sakit, Perlengkapan Rumah Sakit, pemakalan
kamar operasi, pemakaian alat kedokteran, pemakalan laboratorium
dan radiologi.

Pasal 16

Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Deexah tersebut dalam
pPasal 14 huruf b Peraturan Daerah ini adalah bahan dan alat
kesehatan habis pakai untuk keperluan pemeriksaan medik, peme-
riksaan diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik.

pasal 17

Komponen Jasa Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dalam
pasal 14 huruf c Peraturan pDaerah ini meliputi : Jasa Tindakan,
konsultasi medik, jasa pemeriksaan Jaboratorium serta pemerik-
saan dan pengobatan radiologi, jasa repabilitasi medik dan
penyelenggaraan adminsitrasi medik dan penyelenggaraan adminis-

trasi.

Pasal 18

{1) Tarip Paket Rawat Nginap diperuntukan bagi perawatan per
hari rawat nginap peserta atas dasar penetapan ruang kelas
sesuai golongan kepangkatan pegawai dan penerima pensiun
sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Golongan I dan I1 serta anggota Kkeluarga
nya dirawat di ruang kelas 111 ;

b. Pegawai Negeri Golongan IIl serta anggota keluargamy=
dirawat di ruang kelas II ;

<. Pegawai Negerl Golongan:IV serta anggota keluarganya
dirawat di ruang kelas I ;

4. Penerima pensiun dan anggota keluarganya dirawat diruang
kelas sesual dengan kepangkatan atau golongan terakhir
pada saat pegaval pensiun ;

. Penerima Pensiun ABRI dan anggota keluarganya dirawat
diraung kelas sesual dengan kepangkatan atau golongan
terakhir yang telah disesuaikan dengan Edaran Kepala
Padan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN}  Nomox
01/SE/15987 ;

f. Penerima tunjangan Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta
anggota keluarganyad dirawat di ruang kelas I1I.

(2) Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesiayang dirawat dirvang
kelas yang lebih tinggi dari haknya termasuk kelas utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Pasal ini atas pemintaan
sendiri, diwajibkan membayar selisih tarip yanQ disebabkab
oleh perbedaan kelas tersebut ;

(3) Apabila Rumah sakit yang bersangkutan tidak dapat menyedia-
kan ruang perawatan sesual dengan yang menjadi hak peserta,
maka Rumah Sakit berkewajiban menyediakan ruang perawatan
yang lebih tinggi tanpa nembebankan Peserta PT (PERSERO)
Askes Indonssia dengan selisih tarip.

flc
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her

a.

b.

{1)

(2}

(1)

{2)
(3}

{4)

(1)

(2}

{3

(1)

(2)

oL .?asall 1%
Perbandingan antar komponen paket ditetapkan sebagal
ikut : .
Komponen ‘Jasa Rumah Sakit Umum Daerah, sebesar 25 % (dua
puluh lima prosen) ; _

Komponen Bahan dan alat Kesehatan Habis Pakai, sebesar 30 %
(tiga puluh presen) ;

. Komponen Jasa Medik dan Adninistrasi, sebesar 45 % (empat

puluh lima prosen).

Pasal 20

Besarnya paket per hari rawat nginap sesual dengan komponen
sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini
ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Besarnya tindakan medik bedah sedang, besar dan khusus yang
menggunakan anest hesi umum atau lumbal diberikan jasa medik
ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Penerimaan dari kamponen jasa Rumah sakit Umum Dzerah dise-
torkan langsung ke Kas Daerah oleh Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah ;

Penggunaan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai dite-
tapkan oleh oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;

Penggunaan Jasa Medik dan administrasi ditetapkan oleh
Kepala Daerah atas usul Direktur Rumzh Sakit Umum Daerah ;

Biaya Bahan dan Alat kesehatah habis pakai'dan:jasa medik
dan Administrasi merupakan biaya yang digunakan langsung
Direktur Rumah Sakit Umbam Daexah.

Pasal 22

Pelayanan diluar paket rawat nginap, meliputi pelayanan
cbat, pelayanan jantung, pelayanan ICU/ICCU, oprasi paru-
paru, tranplantasi organ tubuh, hemodialisasi, pelayanan
darah, pelayanan kesehatan canggih dan khusus lainnya yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;

Pengaturan besarnya tarip pelayanan sebagimana tersebut pada
ayat (1) Pasal inl, beserta komponernya disesuaikan dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;

Tarib sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, berlaku
sama untuk semua ruang kelas perawvatan.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 23

Pelayanan Xesehatan bagi PT (PERSERC} Askes Indonesia pada
Rawat Jalan Tingkat Pertama dilakukan dibawah koordinasi
Kepala Dinas Kesehatan ;

Pelayanan Kesehatan bagl Peserta PT (PERSERQ) Askes Indone-
sia pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap
dilakukan dibawah koordiansi Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah.
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EAB VI]
PEMBINAAN DAN PENGAWASAMN

Pasal 24 )
Pembinaan dan pengawvasan pelaksanaan pPeraturan Daerah
ini, dilakukan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &

Hal-hal 3ain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, remer intahkan
penqundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dserah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

_ Mojokerto, 30 Januari 1992
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
R.

SOEHADI : WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernurnkepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 29 Juli 1993 Nomor 348/P tahun 1953.

BAn. GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pemer intahan)

Cab. ttd.
Drs. MOH. SAFII AS'ARI

pPerbina Utama Muda
~NIP. 010 052 819
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Diundanakan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 5/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERARH TINGKAT II
MOJOKERTO |
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.
Dxs. B MIN

Pembina
NIP. 01G 045 241
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PENJELAZAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR & TAHUN 1993

"TENTANG

PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS, RAWAT JALAN
TINGKAT LANJUTAN DAN RAWAT NGINAP PADA RUMAH,SAKIT UMUM DAERAH
BAGI PESERTA PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
DI KOTAMADYA DAE TINGKAT I1 MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM
Pada dasarnya Peraturan Daerah tentang Pelayanan Rawat Jalan Tingkat
Pertama pada Puskesmas, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Nginap pada
Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (PERSERD) Askes Indonesia ini adalah
merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/11/1988 dan Nomor 1l tahun 1988
dan Nomor 392/Menkes/SKB/I11/198%, Nomor 53 tahun 1989%.

Mengingat Peserta PT (PERSERC) Askes Indonesia ini adalah selurvh
Pegawal Negri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan,
beserta anggota keluarganya vang dalam hal ini mempunyei andil yang sangat
besar dalam pembangunan, maka sudah sewajarnya apabila perawatan kesehatan
mereka perlu mendapatkan perhatian sebagai timbal balik dai pengabdian pada
Negara.

Oleh karena Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia terdiri dari golon-
gan dan pangkat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya
dalam suatu Peraturan Daerah. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah
ini adalah sebagai upaya lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Khusus
bagi Peserta PT (PERSERC) Askes Indonesia beserta anggota keluarganya.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 ¢ Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cara untuk memperoleh pelayanan kesehatanbaik Rawat
Jalan Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
dan Rawat Nginap bagi Peserta PT (PERSERO} Askes
Indonesia dan nenyerahkan foto copyny=.

Pasal 2 ayat {(2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Cara rujuakan yang dimaksud dalam Pasal ini  adalah
surat pengantar khusus yang dikeluarkan oleh Dokter
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
bahwva Peserta PT (PERSERO) Askes Indonesia yang
ditunjuk perlu melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit
Ununm Daerah karena Puskesmas tidak dapat menangani.

Cukup jelas ;
Penerapan pembagian ditetapkan :
a., 30 % Masuk ke Kas Daerah untuk Pos Perawatan ;

b. 30 % untuk pembelian alat habis pakai.
contoh : suntikan, kapas, inpus set, perban dl1.

Pazal 3 s/d Pasal 8
Fasal 9

-

e

c. 40 % untuk honorarium dan administrasi.
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Pasal 10 a/d Pasal 17 : (ukup jeélas ;

pasal 18 ayat (1)} : yang dimaksud anggota keluarga dari Peserta PT
(PERSERO) Askes Indonesia adalah :
a., Istri atau suami yang sah dari Pegawali Negeril
8ipil atau Penerima Pensiun ;
b. Anak yang sah dan atau anak angkat yang mendapat-
kan tunjangan kelvarga ;

¢. Janda atau duda dan atau anak yatim piatu Peserta
PT (PERSERO} Askes Indonesia ;

d. Yang dimaksud kepangkatan atau golongan terakhir
pada Surat Keputusan Pensiun, bagi Penerima
Pensiun ABRI ditetapkan :

1. Prajurit duaz sampai dengan Pembantu Letnan
Satu dan anggota keluarganya dirawat di  ruang
kelas IIiI ;

2. Letnan Dua sampai dengan Kapten dan anggota
keluarganya dirawat di ruang kelas II ;

3. Mayor sampai dengan,  Jenderal/Laksamana/Marse-
kal dan anggota keluarganya dirawat di ruang
1S e kelas I. ’ IR

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;
Pasal 19 s/d 26 : Cukup jelas.

00000~
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